
BUPATI KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 6 TAHUN 2019 

TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kepersertaan program
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan baik 
didalam maupun diluar hubungan kerja di Kabupaten 
Katingan, maka diperlukan perlindungan melalui 
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

b. bahwa dengan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja 
secara optimal akan meningkatkan kesejahteraan pekerja 
secara khusus maupun masyarakat secara umum;

c. bahwa pasal 15 dan pasal 16 ayat (1) Undang -  Undang 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara 
Jaminan Sosial menyatakan bahwa pemberi kerja, 
pekerja dan penerima bantuan iuran yang memenuhi 
persyaratan kepesertaan dalam program badan jaminan 
sosial wajib mendaftarkan dirinya beserta anggota 
keluarganya sebagai peserta kepada Badan penyelenggara 
jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di 
Kabupaten Katingan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 
Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur 
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
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2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaga Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4729);

3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6018);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5437);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada 
Pemberi keija, Peketja, dan Penerima Bantuan luran 
dalam Penyelanggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 5481);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5714); sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6427);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Indonesia Nomor 5714);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomorl56, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5730);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6215);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekeijaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
47);

17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang 
Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253;

18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun
2015 tentang Penyelanggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Keija dan Jaminan Kematian bagi Pekerja 
Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Keija Waktu 
Tertentu pada Sektor Jasa Kontruksi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);

19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan 
Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik 
Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
1004);

20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari 
Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 247);

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

22. Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2019 tentang 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di 
Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan 
Tahun 2019 Nomor 474);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KATINGAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG 
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 
DI KABUPATEN KATINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 
Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan di Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten 
Katingan Tahun 2019 Nomor 474) diubah, sebagai berikut:

1. Katentuan Pasal 1 
berikut :

diubah, sehingga berbunyi sebagai /
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan PerangkatDaerah
2. sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Katingan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
/ Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5 r Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah 
Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, 
Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian 
dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

6. X  Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat
JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau 
pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta 
megalami kecelakaan kerja atau penyakit yang 
disebabkan oleh lingkungan kerja.

7. *^ Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM
adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli 
waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat 
kecelakaan kerja.
Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah 
manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat 
peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau 

^  mengalami cacat total tetap.
9. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah 

jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan 
derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli 
warisnya dengan memberikan penghasilan setelah 
peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total 
tetap, atau meninggal dunia.

10. /  Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah orang
perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan 
lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau 
penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai 
negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam 
bentuk lainnya.

11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang 
bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang 
telah membayar iuran.

12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur 
oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.

14. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan 
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 
Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan 
dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, 
atau peraturan perundang-undangan, termasuk
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15. Perusahaan adalah :
a. Setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, 

milik orang atau perseorangan, milik persekutuan, 
atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun 
milik negara yang memperkerjakan Pekerja/Buruh 
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 
lain; atau

b. Usaha-usaha sosial dam usaha-usaha lain yang 
mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang 
lain dengan membayar upah dan imbalan dalam 
bentuk lain.

16. Pengusaha adalah :
a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan

hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik 
sendiri;

b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan
hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan 
perusahaan miliknya; atau

c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan
hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b 
diatas.

17. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang 
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, 
dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya 
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang 
perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya 
yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar 
Upah atau imbalan dalam bentuk lain.

19. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas 
persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau 
pelaku usaha /kegiatan tertentu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.

21. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

22. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah desa.

23. Peserta Penerima Upah adalah seseorang yang bekerja 
pada pemberi kerja yang bekerja pada penyelenggara 
negara dan selain penyelenggara Negara.

24. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang
perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara 
mandiri untuk memperoleh penghasilan.
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25. Pekeijaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian 
rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan 
beserta pengawasan yang mencakup pekeijaan 
arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata 
lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, 
untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik 
lainnya.

26. Pekeija diluar hubungan kerja adalah setiap orang yang 
bekerja atau berusaha atas resiko sendiri atau pekerja 
mandiri.

27. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah pekeija yang bekerja 
pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu 
yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun 
kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan 
atas kehadirannya secara harian.

28. Tenaga Keija Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja 
pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu 
dengan menerima upah didasarkan atas volume pekeija 
satuan hasil kerja.

29. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan 
kepada Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan 
hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses 
informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

30. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang 
kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki 
resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim.

31. Bantuan luran adalah luran yang dibayar oleh 
Pemerintah atau pihak lain bagi pekerja luar hubungan 
kerja yang memiliki resiko tinggi dan berpenghasilan 
rendah, sebagai Peserta program Jaminan Sosial 
Ketenagakerj aan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut :

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan 
perlindungan sosial bagi tenaga keija di Daerah melalui 
program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, 
Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan sehingga memberikan kenyamanan 
dan ketenangan bekeija serta meningkatkan 
produktivitas bagi tenaga kerja.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah dan disisipkan 1 (satu) huruf, 
yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan program jaminan sosial 
tenaga keija melalui BPJS Ketenagakerj aan meliputi:
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
b. Jaminan Hari Tua (JHT);
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c. Jaminan Kematian (JKM);
d. Jaminan Pensiun (JP) ; dan
e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP);

4. Ketentuan Pasal 10 diubah dan disisipkan 1 (satu) huruf, 
yakni huruf d, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a. Pemberi kerja;
b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja 

mandiri;
c. Pekerja profesi; dan
d. Pekerja rentan penerima bantuan iuran.

5. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB 
dan ditambahkan 3 (tiga) Pasal, yakni BAB VIA dan Pasal 
21A, Pasal 2 IB, Pasal 21C, sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

BAB VIA
PENANGANAN PEKERJA RENTAN 

Bagian Kesatu
Kewenangan Pemerintah Daerah 

Pasal 21A

(1) Pemerintah Daerah bertugas melakukan pembinaan 
terhadap pekerja rentan dan mengarahkan dalam 
kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan.

(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
mengikutsertakan Badan Usaha / Perusahaan sebagai 
bentuk dukungan dalam pelaksanaan Corporate Social 
Responsibility (CSR).

Bagian Kedua 
Pendaftaran Peserta 

Pasal 21 B

(1) Pendaftaran sebagai peserta atas pekerja rentan 
dilakukan oleh Badan Penyelenggara.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 
setelah mendapat persetujuan dari Perusahaan atau 
pemberi dana sebagai iuran.

Bagian Ketiga 
Hak dan Kewajiban 

Pasal 21C

(1) Pekerja Rentan berhak mendapatkan pelayanan didalam 
Program kepesertaan jaminan sosial.
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(2) Pekerja Rentan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(1) wajib untuk menjaga kesehatan serta keselamatan diri 
dan keluarganya.

Bagian Keempat 
Sumber Pendanaan 

Pasal 2ID

Sumber pendanaan dalam penanganan pekerja rentan, 
yang disisihkan oleh Badan Usaha /perusahaan dari 
Program Corporate Social Responsibility (CSR);

6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut :

Pasal 23

(1) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara/ Pemberi 
Kerja bidang Usaha Jasa Konstruksi yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 
Pasal 8 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa 
tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

(2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu 
yang dikenakan kepada pemberi kerja selain 
Penyelenggara Negara/Pemberi Kerja bidang Usaha Jasa 
Konstruksi meliputi :
a. Perizinan terkait usaha;
b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender

proyek;
c. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
d. Persetujuan Bangunan Gedung

(3) Pemberian sanksi tidak mendapat pelayanan publik
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS
Ketenagakerjaan atau rekomendasi dari Pengawas 
Ketenagakerj aan.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut :

Pasal 24

Perangkat Daerah Pelaksana pemberi sanksi tidak 
mendapatkan pelayanan publik tertentu yaitu Dinas yang 
membidangi urusan ketenagakerjaan Kabupaten untuk 
pemberian sanksi berupa :
a. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan 
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Katingan.

RAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021 
NOMOR fa

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 24 2^*

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal p&tiryfcitr 2C2)

ETARIS DAERAH 
(PATEN KATINGAN,

(/


